BAB |1
ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)

Bab ini akan menjelaskan tentang dinamika dan tujuan serta
fungsi Organisasi Kerjasama Islam sebagai organisasi
internasional sejak organisasi tersebut dibentuk hingga
sekarang.

A. Dinamika Organisasi Kerjasama Islam

Organisasi  Kerjasama Islam (OKI) merupakan
organisasi terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-bangsa
dengan beranggotakan 57 negara tersebar lebih dari empat
benua. Ini adalah suara kolektif dunia Muslim. Organisasi
yang bersifat antarpemerintah ini berupaya untuk menjaga
dan melindungi kepentingan dunia Muslim dalam semangat
mempromosikan perdamaian internasional dan harmoni antar
berbagai orang di dunia. Organisasi ini didirikan berdasarkan
keputusan KTT yang berlangsung di Rabat, Kerajaan Maroko
pada 12 Rajab 1389 Hijryah (25 September 1969) setelah
pembakaran Mesjid Al-Agsa, Yerusalem. OKI sendiri
memiliki prinsip organisasi yang pada dasarnya untuk
memperkuat solidaritas dan kerjasama antar negara terutama
negara Muslim (Organisation of Islamic Cooperation).

Hal-hal yang berkaitan dengan OKI diatur didalam
Piagam OKI dan Piagam tersebut merupakan dokumen legal
tertinggi OKI. Piagam OKI dirumuskan dalam dua pertemuan
pada masa awal yaitu pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
yang dihadiri para raja, kepala negara, dan
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kepala pemerintahan negara-negara Anggota di Rabat,
Maroko dari 22 hingga 25 September 1969 dan Konferensi
Tingkat Menteri (KTM) ke-111 pada bulan Februari 1972 di
Jeddah, Arab Saudi.

Pada Konferensi Tingkat Menteri di Jeddah tersebut,

OKI telah merumuskan tujuan organisasinya yang tertuang
di dalam Piagam OKI yaitu:

1)

2)

3)

4)

Untuk meningkatkan dan mengonsolidasikan ikatan
persaudaraan dan solidaritas di antara Negara-negara
Anggota;

Untuk mejaga dan melindungi kepentingan bersama
dan mendukung tujuan sah Negara-negara Anggota
dan mengoordinasikan dan menyatukan upaya Negara-
negara Anggota dalam pandangan tantangan yang
dihadapi oleh dunia Islam pada khususnya dan
komunitas internasional pada umumnya;

Untuk menghormati hak penentuan nasib sendiri dan
tidak campur tangan urusan dalam negeri dan untuk
menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas
teritorial dari masing-masing Negara Anggota;

Untuk mendukung pemulihan kedaulatan lengkap dan
itegritas teritorial dari setiap Negara Anggota yang
diduduki, sebagai hasil dari agresi, berdasarkan hukum
internasional dan kerjasama dengan organisasi
internasional dan regional yang relevan;



5)

6)

7)

8)
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10)

11)
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Untuk memastikan partisipasi aktif Negara-negara
Anggota dalam proses pengambilan keputusan politik,
ekonomi, dan sosial global untuk mengamankan
kepentingan bersama mereka;

Untuk mempromosikan hubungan antar negara
berdasarkan keadilan, saling menghormati dan
bertetangga baik untuk memastikan perdamaian,
keamanan, dan harmoni global;

Untuk menegaskan kembali dukungannya terhadap
hak-hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Piagam
PBB dan hukum internasional;

Untuk mendukung dan memberdayakan rakyat
Palestina untuk menggunakan hak mereka untuk
penentuan nasib sendiri dan mendirikan Negara
berdaulat mereka dengan Al-Quds Al-Shaif sebagai
ibukotanya, sambil menjaga karakter historis dan
Islamnya serta tempat-tempat suci di dalamnya;

Untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan
perdagangan intra-Islam; untuk mencapai integrasi
ekonomi yang mengarah pada pembentukan Pasar
Bersama Islam;

Untuk mengerahkan upaya untuk mencapai
pembangunan manusia Yyang berkelanjutan dan
komprehensif dan kesejahteraan ekonomi di Negara-
negara anggota;

Untuk  menyebarkan, = mempromosikan  dan
melestarikan ajaran dan nilai-nilai Islam berdasarkan



12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

21

meoderasi dan toleransi, mempromosikan budaya
Islam dan melindungi warisan Islam;

Untuk melindungi dan mempertahankan citra Islam
yang sebenarnya, untuk memerangi pencemaran nama
baik Islam dan mendorong dialog di antara peradaban
dan agama;

Untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan mendorong penelitian
dan kerjasama di antara Negara-negara Anggota dalam
bidang-bidang ini;

Untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi
manusia dan kebebasan mendasar termasuk hak-hak
perempuan, anak-anak, pemuda, orangtua dan orang-
orang dengan kebutuhan khusus serta pelestarian nilai-
nilai keluarga Islam;

Untuk menekankan, melindungi dan mempromosikan
peran keluarga sebagai unit alami dan fudamental
masyarakat;

Untuk melindungi hak-hak, martabat dan identitas
agama dan budaya komunitas Muslim dan minoritas di
negara-negara non-anggota;

Untuk mempromosikan dan mempertahankan posisi
terpadu tentang masalah-masalah yang menjadi
kepentingan bersama dalam forum internasional;
Untuk bekerjasama dalam memerangi terorisme dalam
segala bentuk dan manifestasinya, kejahatan
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terorganisir, perdagangan narkoba, korupsi, pencucian
uang, dan perdagangan manusia;

Untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam keadaan
darurat kemanusiaan seperti bencana alam;

Untuk mempromosikan kerjasama dalam bidang
sosial, budaya, dan informasi diantara Negara-negara
Anggota.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang dipaparkan

sebelumnya, Negara-negara Anggota harus dibimbing dan
diilnami oleh ajaran dan nilai-nilai Islam yang dan bertindak
sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

1)
2)

3)

4)

5)

Semua Negara Anggota berkomitmen untuk tujuan dan
prinsip Piagam PBB;

Negara-negara Anggota berdaulat, independen dan
setara dalam hak dan kewajiban;

Semua Negara Anggota harus menyelesaikan
perselisihan mereka melalui cara-cara damai dan
menahan diri dari penggunaan atau ancaman
penggunaan kekuatan dalam hubungan mereka;
Semua Negara Anggota berjanji untuk menghormati
kedaulatan nasional. Kemerdekaan dan integritas
teritorial dari Negara Anggota lainnya dan harus
menahan diri dari campur tangan dalam urusan internal
negara lain;

Semua Negara Anggota berjanji untuk berkontribusi
pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan



6)

7)

8)
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internasional dan untuk tidak ikut campur tangan
dalam urusan internal masing-masing sebagaimana
diabadikan dalam Piagam ini, Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa, Hukum Internasional dan Hukum
Humaniter Internasional;

Sebagaimana disebutkan dalam Piagam PBB, tidak ada
yang terkandung dalam Piagam ini yang akan memberi
wewenang kepada Organisasi dan Organ-organnya
untuk campur tangan dalam hal-hal yang pada
dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik Negara
manapun atau terkait dengannya;

Negara-negara Anggota wajib menjunjung tinggi dan
mempromosikan, di tingkat nasional dan internasional,
pemerintahan yang baik, demokrasi, hak asasi manusia
dan kebebasan mendasar, dan aturan hukum;
Negara-negara Anggota harus berusaha untuk
melindungi dan melestarikan lingkungan (The
Organisation of the Islamic Cooperation).

Uraian diatas menjelaskan bahwa OKI

mengonsolidasikan ikatan persaudaraan dan solidaritas
diantara negara anggota, dan OKI juga menekankan
pentingnya untuk menjadi organisasi yang baik bagi
masyarakat dunia dan menghormati kedaulatan, integritas
dan martabat negara. Oleh sebab itu, OKI merupakan
organisasi yang menggabungkan unsur-unsur agama yang
universal sesuai dengan karakteristik organisasi.
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Struktur OKI
OKI terdiri dari beberapa badan utama, sebagai berikut:

1. Konferensi Tingkat Tinggi Islam

KTT Islam terdiri dari Raja, Kepala Negara, dan
Kepala Pemerintahan Negara Anggota yang merupakan
otoritas tertinggi Organisasi. KTT Islam akan
mempertimbangkan, mengambil keputusan kebijakan,
dan memberikan panduan tentang semua masalah yang
berkaitan dengan realisasi tujuan sebagaimana diatur
dalam Piagam dan mempertimbangkan masalah lain
yang menjadi perhatian bagi Negara-negara Anggota dan
umat. Konferensi Islam akan bersidang setiap tiga tahun
di salah satu Negara Anggota.

Dewan Menteri Luar Negeri

Konferensi Tingkat menteri atau Dewan Menteri
Luar Negeri merupakan pertemuan Menteri Luar Negeri
dari seluruh Negara Anggota. Dewan Menteri Luar
Negeri akan diselenggarakan setahun sekali di salah satu
Negara Anggota. Dewan Menteri Luar Negeri dapat
merekomendasikan pertemuan menteri sektoral lainnya
untuk menangani masalah-masalah khusus yang menjadi
perhatian umat. Pertemuan-pertemuan seperti itu harus
menyerahkan laporan mereka kepada Konferensi
Tingkat Tinggi Islam dan Dewan Menteri Luar Negeri.
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Dewan Menteri Luar Negeri akan mempertimbangkan
sarana untuk pelaksanaan kebijakan umum Organisasi
dengan:

a)

b)

d)

Mengadopsi keputusan dan resolusi mengenai
hal-hal yang menjadi kepentingan bersama
dalam impelementasi tujuan dan kebijakan
umum Organisasi;

Meninjau kemajuan pelaksanaan keputusan
dan resolusi yang diadopsi pada KTT dan
Dewan Menteri Luar Negeri sebelumnya;
Mempertimbangkan dan menyetujui program,
anggaran, dan laporan keuangan dan
administrasi lainnya dari Sekretariat Jenderal
dan Organ Anak Perusahaan;
Mempertimbangkan masalah apa pun yang
mempengaruhi satu atau lebih Negara
Anggota setiap kali permintaan atas dampak
yang dilakukan oleh Negara Anggota tersebut
dilakukan dengan maksud untuk mengambil
tindakan yang tepat dalam hal itu;
Merekomendasikan untuk membentuk organ
atau komite baru;

Memilih Sekretaris Jenderal dan menunjukan
Asisten Sekretaris Jenderal.
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g) Mempertimbangkan masalah lain  yang
dianggapnya sesuai.
Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal terdiri dari Sekretaris
Jenderal, yang menjadi Kepala Pejabat Administrasi
Organisasi dan staf seperti yang diminta Organisasi.
Sekretaris Jenderal dipilih oleh Dewan Menteri Luar
Negeri untuk jangka waktu lima tahun, dapat diperbarui
sekali saja. Sekretaris Jenderal harus dipilih dari antara
warga negara dari Negara Anggota sesuai dengan
prinsip-prinsip distribusi geografis yang adil, rotasi, dan
kesempatan yang sama untuk semua Negara Anggota
dengan mempertimbang kompetensi, integritas dan
pengalaman.

Sekretaris Jenderal memiliki tanggung jawab
sebagai berikut:

a) Memberikan perhatian kepada organ-organ
kompeten dari hal-hal Organisasi yang menurut
pendapatnya dapat melayani atau merusak tujuan
Organisasi;

b) Menindaklanjuti implementasi keputusan,
resolusi, serta rekomendasi KTT Islam, Dewan
Menteri Luar Negeri dan pertemuan Menteri
lainnya;
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c) Memberikan kepada Negara-negara Anggota
kertas kerja dan memorandum, dalam pelaksanaan
keputusan, resolusi dan rekomendasi KTT Islam
dan Dewan Menteri Luar Negeri;

d) Mengoordinasikan dan menyelaraskan karya
Organ-organ Organisasi yang relevan;

e) Menyiapkan program dan anggaran Sekretariat
Jenderal;

f) Mempromosikan komunikasi di antara Negara-
negara Anggota dan memfasilitasi konsultasi dan
pertukaran pandangan serta penyebaran informasi
yang menjadi penting bagi Negara-negara
Anggota;

0) Melakukan fungsi lain seperti yang dipercayakan
kepadanya oleh KTT Islam atau Dewan Menteri
Luar Negeri;

h) Menyerahkan laporan tahunan kepada Dewan
Menteri Luar Negeri atas pekerjaan Organisasi
(The Organisation of the Islamic Cooperation).

Program Aksi Sepuluh Tahun OKI

Pada pertemuan KTT ke-10 di Putrajaya, Malaysia, 11-
17 Oktober 2003, OKI sepakat untuk memulai upaya konkret
dalam merestrukturisasi Sekretariat OKI, khususnya pada
empat aspek yaitu; perampingan struktur, metodologi,
peningkatan kemampuan keuangan, dan sumber daya
manusia. KTT Luar Biasa OKI ke-3 di Mekkah, Arab Saudi,
pada 7-8 Desember 2005 telah mengakomodasi keinginan
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tersebut yang dituangkan dalam bentuk Macca Declaration
dan OIC 10-years Program of Actions yang meliputi
restrukturisasi dan reformasi OKI, termasuk perumusan
Statuta OKI baru yang diharapkan dapat dilaksanakan
sebelum tahun 2015.

OIC 10-years Program of Action merupakan awal
perubahan OKI yang tidak hanya memfokuskan pada
masalah politik, tetapi juga ekonomi perdagangan. Program
Aksi 10 tahun OKI mencakup isu-isu politik dan intelektual,
isu-isu  pembangunan, sosial, ekonomi, dan ilmu
pengetahuan yang diharapkan untuk dapat menjawab
kesenjangan kesejahteraan umat. Dibidang politik dan
intelektual, dalam 10 tahun OKI diharapkan mampu
menangani berbagai isu seperti upaya membangun nilai-nilai
moderasi dan toleransi; membasmi ekstrimisme, kekerasan
dan terorisme; menentang Islamofobia; meningkatkan
solidaritas dan kerjasama antar negara anggota, pencegahan
konflik, penanganan masalah Filipina, hak-hak kelompok
minoritas dan komunitas muslim, dan masalah-masalah yang
dialami Afrika (Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia, 2019).

Program Aksi Sepuluh Tahun berakhir pada tahun
2015. OKI mengungkapkan kepuasannya terhadap
perubahan yang dialami OKI selama program ini
dilaksanakan. Laporan terkait pelaksanaan program ini yang
diselenggarakan pada Desember 2013 menyatakan bahwa
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dengan program reformasi ini OKI telah melakukan
pergeseran paradigma dari tahun 2005 dan perubahan
konseptual yang dihasilkan dari program ini. Pada isu-isu
yang berkaitan dengan HAM, OKI mencatat bahwa
pembentukan IPHRC ini merupakan prestasi terbesar dari
pelaksanaan agenda politik dan tujuan reformasi
kelembagaan yang masuk dalam Program Aksi Sepuluh
Tahun. Sejak dimulainya program ini pada tahun 2005, citra
OKI telah meningkat ditingkat global dan proses birokrasi
juga meningkat dengan baik. Selain itu, prestasi yang
didapatkan olen OKI adalah reformasi kelembagaan untuk
resolusi konflik dan kemajuan kesejahteraan masyarakat OKI
didalam sosial-ekonomi, budaya dan kemanusiaan (Adam,
2014).

Organisasi Kerjasama Islam dan Minoritas Muslim

Secara statistik, ada lebih dari 500 juta Muslim yang
tinggal di negara-negara non-Muslim. Minoritas Muslim ini
merupakan sepertiga dari keseluruhan populasi Muslim di
dunia. Setelah mempertimbangkan jumlah besar minoritas
Muslim di seluruh dunia dan kompleksitas dimensi sosial,
politik dan budaya yang mungkin dihadapi oleh orang-orang
Muslim, OKI membentuk Departemen Minoritas dan
Komunitas Muslim. Departemen ini merupakan platform
bagi OKI untuk mengatasi berbagai masalah minoritas dan
Komunitas Muslim. Departemen ini merupakan instrumen
bagi OKI untuk menjangkau minoritas Muslim di negara-
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negara tersebut dan mengatasi masalah mereka jika dianggap

perlu.

Menurut Talal Daus, Direktur di Departemen

Minoritas dan Komunitas Muslim, OKI menangani masalah
minoritas Muslim di seluruh dunia dengan strategi berikut:

1)

2)

3)

4)

Menjaga komunikasi dengan minoritas Muslim dan
membantu mereka untuk berinteraksi dengan Negara-
negara Anggota OKI dan Sekretariat Jenderal OKI
untuk mempelajari tentang kebutuhan mereka, keadaan
pelayanan yang diperluas oleh negara, dan memperluas
dukungan dan saran mereka;

Membangun hubungan atau berkomunikasi secara
langsung dengan Negara-negara yang memiliki
Muslim Minoritas untuk menggarisbawahi kebutuhan
dan menjaga hak-hak mereka, melalui negosiasi serta
keterlibatan dalam dialog yang konstruktif dan
diplomatik, dengan pertimbangan penuh kedaulatan
dan integritas teritorial dari negara yang bersangkutan;
Membantu minoritas Muslim dalam dialog mereka
dengan pemerintah mereka untuk asimilasi dan ko-
eksistensi dengan minoritas lain;

Mencari kerjasama dari organisasi dan lembaga Islam
untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial
minoritas Muslim.

Pada dasarnya, isu-isu minoritas secara politis

dianggap sebagai masalah internal negara yang menjadi tuan
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rumah bagi kelompok minoritas. Sebenarnya, isu-isu
minoritas tersebar luas di luar wilayah tempat mereka berada,
terutama di era saat ini ketika dunia telah menjadi desa kecil.
Akibatnya, masalah ini sangan menarik perhatian beberapa
negara atau aktor non-negara yang memiliki potensi langsung
atau tidak langsung untuk diintervensi, seperti OKI siap
untuk membantu menyelasaikan isu tersebut (Waesahmae,
2012).

Isu Muslim minoritas lainnya mulai dibahas dalam
konferensi selanjutnya. Selama konferensi berlangsung,
konferensi tertarik dengan berbagai laporan tentang
banyaknya kesulitan yang dialami oleh masyarakat Muslim
minoritas di negara non-anggota dan mengeluarkan resolusi
tentang Muslim minoritas. Pertemuan ini menyimpulkan
bahwa Muslim minoritas di beberapa negara tidak menikmati
hak-hak agama dan politik mereka seperti yang telah diakui
dalam hukum internasional. Oleh sebab itu, OKI menyerukan
agar negara-negara anggota yang menjadi tuan rumah bagi
kelompok Muslim minoritas untuk menghormati keyakinan,
budaya, dan etnis mereka (Waesahmae, 2012).

Dr. Sarawut Aree mengkategorikan minoritas Muslim
di seluruh dunia menjadi 5 kelompok, yaitu:

1) Minoritas Muslim yang tinggal dalam konteks
teritorial negara tertentu. Kelompok minoritas ini
dianggap minoritas di negara bagian tetapi mereka
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3)

4)

5)
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mayoritas di wilayah khusus mereka seperti minoritas
Muslim di Thailand dan Filipina. Kelompok minoritas
ini sering berjuang untuk memisahkan diri dari
mayoritas di negara yang sama, karena alasan tertentu;
Minoritas Muslim yang menderita akibat kebijakan,
baik kebijakan itu dibuat secara sengaja ditujukan pada
minoritas itu atau terkena dampak tidak sengaja seperti
minoritas Muslim di India;

Minoritas Muslim yang bermigrasi untuk tinggal di
negara-negara non-Muslim seperti Muslim di Amerika
Serikat, Eropa dan tempat lain. Kelompok-kelompok
minoritas ini kemungkinan terintegrasi dengan sesama
bangsa mereka karena migrasi mereka adalah untuk
memperbaiki kehidupan mereka;

Minoritas Muslim yang secara politis terpinggirkan
dan sering menjadi korban perang saudara di negara
tempat mereka tinggal. Dalam beberapa kasus mereka
dipaksa untuk memihak, mendukung pihak berwenang
atau berlawanan, seperti minoritas Muslim di Sri
Lanka;

Minoritas Muslim yang populasinya relatif Kkecil
dibandingkan dengan jumlah populasi mayoritas,
seperti Muslim di Korea atau di wilayah Amerika
Selatan. Masalah utama kelompok Muslim ini adalah
budaya agama mereka rentan terhadap ancaman.
Karena itu, kebutuhan mendesak mereka adalah untuk
melestarikan  budaya agama mereka dengan
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mendapatkan ~ dukungan  dalam  membangun

pendidikan Islam atau membangun Masjid bagi

mereka untuk melakukan ritual keagamaan mereka.

Oleh karena itu minoritas Muslim berbeda dalam hal

suasana yang mereka jalani dan kesulitan yang mereka

hadapi (Waesahmae, 2012: 18-19).

Salah satu mandat yang tercantum dalam Piagam OKI
tahun 2008 Pasal 1, menegaskan bahwa OKI melindungi hak
Muslim minoritas dan masyarakat Muslim di negara non-
anggota OKI. Piagam tersebut mengatakan bahwa Sekretaris
Jenderal akan bekerjasama dengan organisasi internasional
dan regional lainnya untuk menjaga kelompok Muslim
minoritas negara non-anggota, dan rasa umat yang dimiliki
sesama Muslim akan mengikat umat Islam secara bersama-
sama untuk melaksanakan intervensi kemanusiaan atas nama
perlindungan hak asasi manusia dengan konsentrasi agama
yang luar biasa tentang agama dan elemen mengikat Muslim
secara bersama. Namun, ketika misi OKI ini bersangkutan
dengan negara non-anggota, prosenya tidak semudah dengan
negara anggota. Selain itu, OKI tidak dapat melaksanakan
misinya tanpa bantuan dari negara yang bersangkutan
(Waesahmae, 2012).

Isu kelompok Muslim minoritas ini akan dilaporkan ke
Sekretaris Jenderal OKI dibawah pantuan Departemen
Muslim Minoritas dan Komunitas Muslim. Jika isu tersebut
belum mengalami perbaikan dalam sebuah negara, maka
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forum OKI akan membahasnya, minimal menunjukan rasa
simpati untuk isu kelompok Muslim minoritas tersebut. Jika
isu ini semakin meningkat, maka resolusi terpisah akan
diusulkan. Resolusi terpisah ini dianggap sebagai alat untuk
menekan negara yang bersangkutan untuk menghormati hak-
hak mereka (Waesahmae, 2012).



